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TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS PENOLAKAN PENERBITAN IZIN 
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION, AKIBAT KESALAHAN INPUT 
DATA MAKSUD DAN TUJUAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN 
TERBATAS 
 
 Tesis ini menganalisis mengenai tanggung gugat notaris atas penolakan 
penerbitan izin melalui online single submission, akibat kesalahan input data 
maksud dan tujuan akta pendirian perseroan terbatas 
Bab I menguraikan, Dengan semakin majunya perekonomian di negara 
kita, sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dalam berbagai 
bidang usaha dan salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan 
usaha dalam bentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan untuk mendirikan suatu perusahaan 
dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan peran serta dari seorang 
notaris, sebab akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dalam bentuk 
akta notaris oleh notaris. Saat ini untuk mempermudah pengurusan perizinan 
usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha yang ada di Indonesia  pemerintah telah 
membuat suatu kebijakan dimana pengurusan perizinan saat ini dapat diproses 
secara online melalui suatu sistem yang dikenal dengan Online Single Submission 
yang disingkat dengan istilah OSS, yang diatur dalam suatu peraturan khusus 
yaitu Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Online.  
Bab II dan Bab III menganalisis Permasalahan yang akan diteliti dalam 
penelitian ini adalah mengenai apakah akibat hukum terhadap akta pendirian 
Perseroan Terbatas yang mengalami kesalahan dalam input data maksud dan 
tujuan akta Pendiriannya dan apa bentuk tanggunggugat Notaris jika dalam 
pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas terjadi kesalahan yang baru 
diketahui pada saat pengajuan Perizinan Perseroan Terbatas. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan konsep pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual 
Bab IV Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bilamana 
terjadi kesalahan dalam pengimputan data terkait kesalahan pada akta yang tidak 
sesuai, maka akta dapat dibatalkan  dan Notaris bertanggungjawab untuk 
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Dengan semakin majunya perekonomian di negara kita, sudah semakin 
banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dalam berbagai bidang usaha dan 
salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan usaha dalam 
bentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. Dan untuk mendirikan suatu perusahaan dalam 
bentuk Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan peran serta dari seorang notaris, sebab 
akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dalam bentuk akta notaris 
oleh notaris. Saat ini untuk mempermudah pengurusan perizinan usaha yang 
dimiliki oleh pelaku usaha yang ada di Indonesia  pemerintah telah membuat 
suatu kebijakan dimana pengurusan perizinan saat ini dapat diproses secara online 
melalui suatu sistem yang dikenal dengan Online Single Submission yang 
disingkat dengan istilah OSS, yang diatur dalam suatu peraturan khusus yaitu 
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Online.  
Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai 
apakah akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami 
kesalahan dalam input data maksud dan tujuan akta Pendiriannya dan apa bentuk 
tanggunggugat Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas 
terjadi kesalahan yang baru diketahui pada saat pengajuan Perizinan Perseroan 
Terbatas. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan 
konsep pendekatan perundang-undangan dan konseptual 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bilamana terjadi 
kesalahan dalam pengimputan data terkait kesalahan pada akta yang tidak sesuai, 
maka akta dapat dibatalkan  dan Notaris bertanggungjawab untuk mengganti akta 
tersebut dengan membuat akta Berita Acara. 
  




RESPONSIBILITY OF THE NOTARY TO REJECTING LICENSE ISSUATION 
THROUGH THE SINGLE SUBMISSION ONLINE, DUE TO PURPOSE OF 
DATA INPUT ERRORS AND PURPOSE OF ESTABLISHMENT OF THE 
COMPANY LIMITED 
 
With the progress of the economy in our country, more and more 
companies are established in various business fields and one of them is a Limited 
Liability Company (PT) which is a business in the form of a legal entity regulated 
in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. And to 
establish a company in the form of a Limited Liability Company (PT) required the 
participation of a notary, because the deed of establishment of a Limited Liability 
Company (PT) must be made in the form of a notary deed by a notary. Currently 
to simplify the management of business licenses owned by businesses in Indonesia 
the government has made a policy where licensing arrangements can now be 
processed online through a system known as Online Single Submission, 
abbreviated as OSS, which is regulated in a regulation specifically, namely 
Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Licensing Services Trying to 
Be Integrated Online. 
The problems that will be examined in this study are whether the legal 
consequences of the establishment of a Limited Liability Company experienced 
errors in inputting data on the intent and purpose of the Establishment deed and 
what the Notary if the establishment of the Limited Liability Company made an 
error that was discovered at the time of the Company's Licensing application 
Limited. 
The method used is a normative legal research method with the concept of 
a legal and conceptual approach 
Based on the results of the study it can be concluded that if there is an 
error in data collection related to errors in the deed that are not appropriate, then 
the deed can be canceled and the Notary is responsible for replacing the deed by 
making a Minutes deed. 
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P E N U T U P 
 
4.1. KESIMPULAN 
              Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan  diatas, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
4.1.2. Bilamana terjadi kesalahan : 
a. Dalam proses penginputan data maksud dan tujuan pada akta 
Pendirian Perseroan Terbatas sedangkan minuta aktanya tidak 
terdapat kesalahan, maka akta Pendirian Perseroan Terbatas 
tersebut tetap dapat dipergunakan. 
b. Dalam proses pengimputan data maksud dan tujuan pada akta 
Pendirian Perseroan Terbatas, sedangkan maksud dan tujuan pada 
minuta akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak sesuai 
dengan KBLI tahun 2017, maka akta tersebut secara hukum dapat 
diperbaiki.   
4.1.2. Bilamana dalam pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas terjadi 
kesalahan yang baru diketahui pada saat pengajuan perizinan 
Perseroan Terbatas, maka dalam hal ini Notaris ikut 
bertanggungjawab yakni dengan segera melakukan perbaikan atau 
perubahan atas akta yang dibuatnya tersebut, terutama untuk 
memperbaiki maksud dan tujuan pada anggaran dasar akta Pendirian 
  
 
Perseroan Terbatas yang dimaksud yang saat ini harus disesuaikan 
dengan KBLI tahun 2017, dengan membuat Akta Berita Acara, 
setelah Akta Berita Acara dibuat kemudian baru didaftarkan pada 
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
setelah SK terbit dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, maka pelaku usaha dapat segera melakukan 
pengurusan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission 
(OSS) yang sekarang bernama Nomor Induk Berusaha (NIB)  
 
4.2. SARAN 
4.2.1. Diharapkan dalam pembuatan akta seorang Notaris harus lebih cermat 
dan teliti agar dapat menghindari kesalahan dalam pembuatan aktanya 
tersebut dan juga harus mencermati apakah akta yang dibuat sudah 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan 
Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dimaksud,  
sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak selaku 
penghadap yang disebutkan dalam akta tersebut. 
4.2.2. Notaris sebagai Pejabat Umum, diharapkan dapat melayani 
masyarakat secara profesional sesuai prinsip good Governance, yaitu 
suatu prinsip yang bersifat etis normatif maksudnya asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai petunjuk untuk 
melengkapi dalam pembuatan akta, seperti asas persamaan, asas 
kepastian hukum dan asas kepercayaan.  
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